
 
KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT  

YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM  

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,  

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan  

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013) 

 

 
TESIS 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan 

 
 

Oleh : 
 

Hendry Susanto 

NIM : 217171001 

 
 

 

 
 
 
 

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

JAKARTA 

2019 



PROCRAM PASCASARJANA

lJN IVtrRS ITAS TARI'MANACARA

JAKARTA

TANDA PtrNGE,SAHAN TESIS

NAMA : HENDRY SUSANTO

N.l.M '.217171041

PROCRAM STUDI : MAGISTER MENOTARIATAN

Judul Tesis:

KONSEKUENST TERHADAT PEMBATALAN AKTA WASIAT

YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SHCARA MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Pengaditan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomorl 183IPDT/2013/PT.DKI dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124K/Pdt12013)-

Telah diuji pada sidang dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal l7 Desember

2019 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H, M.M., MKr.

2. Anggota : - Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. (Penguji t)

- Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. (Penguji If)

Jakarta, 17 Desember 2019

Pembimbing

-44*z_Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

Ul\l VhKst t A5 tAKLiIVIANAUAi(A

JAKARTA

TANDA PENGESAIIAN TESIS UNTUK I}IUJI

NAMA : HENDRY SUSANTO

NIM : 217171001

Dengan Judul:

KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT

YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012lPN.Jkt.Sel,

Putusan Fengadiiar Tinggi Jakarta Nomor: 1831PI}T|2O|3IPT.DKI dan

Putusan Mahkam ah Agun g Nom o r: 312 4 KIP dtl2013)

Secara subtansi telah dinyatakan siap untuk diujikan.

.lakarta, 18 Oktober 2019

Pernbimbing Tesis

Dr. Stanislaus Atalimo S.H., M.H.



KATA PENGANTAR  

 

 Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

karunia Nya sehingga penulisan tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan. Tesis ini 

dibuat untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik 

Magister Kenotariatan. 

 Tesis yang penulis angkat berjudul “KONSEKUENSI TERHADAP 

PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA 
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ABSTRAK 
 
JUDUL TESIS: KONSEKUENSI TERHADAP PEMBATALAN AKTA 

WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA MELAWAN HUKUM 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, 

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013) 

 

NAMA: HENDRY SUSANTO 

NIM : 217171001 

 
Kata Kunci: Konsekuensi, Pembatalan Akta Otentik, Notaris, Perbuatan 
Melawan Hukum 
 
Pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan 
meninggal dunia dengan meninggalkan semua harta benda yang dimilikinya 
(warisan) dan yang berhak mewarisi setelah pemilik harta benda tersebut meninggal 
adalah ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang meninggal 
(pewaris) dan ahli warisnya. Pewaris semasa hidupnya dapat memberikan sebagian 
atau sejumlah tertentu dari harta benda yang dimilikinya baik kepada ahli warisnya 
maupun kepada saudara yang bukan merupakan ahli waris atau kepada pihak yang 
sama sekali tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan pewaris dengan cara 
membuat wasiat (testament). Untuk memberikan kepastian hukum bahwa wasiat 
yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya dapat dijalankan, maka lebih tepat jika 
wasiat dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Namun walaupun wasiat 
telah dibuat dalam bentuk akta otentik, yang terjadi tidaklah selalu sesuai dengan 
harapan yakni adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan wasiat, dimana akta 
wasiat otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan. Seperti 
kasus yang penulis teliti dalam tesis ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 
53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:  
183/PDT/2013/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3124 K/Pdt/2013 
yang membatalkan akta wasiat otentik yang dibuat dihadapan Notaris, karena Notaris 
dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam membuat akta wasiat 
yang dibatalkan oleh pengadilan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 
UUJN dan KUHPerdata dan apa konsekuensi hukumnya jika akta otentik yang dibuat 
oleh atau dihadapan Notaris dibatalkan oleh pengadilan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji aspek 
normatif pada UUJN dan KUHPerdata, jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data 
dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara, dari data yang terkumpul kemudian 
peneliti sajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris 
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kurang hati-hati dalam membuat akta wasiat sehingga akta wasiat dibatalkan oleh 
pengadilan dengan dalil Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan 
dibatalkannya akta wasiat oleh pengadilan, maka akta wasiat tidak mempunyai 
kekuatan mengikat baik terhadap ahli waris maupun terhadap penerima wasiat, yang 
tentunya mempunyai konsekuensi hukum terhadap Notaris yang membuat akta 
wasiat tersebut dalam bentuk tanggung jawab secara perdata, administratif dan 
pidana. 
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